
Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN NIAS BARAT

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 5 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan
Harga Regional, dalam hal terdapat perubahan harga pasar

dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan

pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan standar

harga satuan yang penetapannya melalui peraturan Kepala

Daerah;
b. bahwa dalam menunjang penanganan pandemi Corona

Virus Disease 2019, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias

Barat melakukan Realokasi Anggaran Tahun 2021, yang

membutuhkan penyesuaian pelaksanaan anggaran belanja

yang memiliki kaitan dengan perubahan komponen belanja

barang dan atau jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati Nias Barat tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Nias Barat Nomor

tentang Standar Satuan Harga Kabupaten

Tahun Anggaran 2021;

58 Tahun 2020
Nias Barat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Mengingat :

£
1 Tahun 2004 tentang
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4930);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
e

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) , sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atau Undang-
Undang Nmor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah

tentang
(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tetang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t e n t a n g

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6887), sebgaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Penyelenggaraan

Nomor 72 Tahun 2019

dan Pengawasan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 nomor 73, Tambahan Lembaran

Pembinaan

Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun

2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
33);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun

2020 tentang Standar harga Satuan Regional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
Standarisasi Sarana dan Prasarana Keijatentang

Pememtah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007

tentang Perubahan Atas keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan

Prasarana Keija Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan
Penyampaiannya;
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19 I’natuian Menteri Dalam Nege
tentang Pembentukan I’roduk llukum

Nornor HO Tahun 2015
Daerah ( Renta

i i

Negara Rrpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2030) ,sehagaimnna telah diubah dengan Peraluran Menteri DalamNegeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
I’eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2013tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;

20. Peraturan

A f a s

Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Pengelompokan Kemapuan keuangan
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

Daerah serat

1067) ;
21. Surat Edaran Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-
2/ PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 15
Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
202 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 15);

23. Peraturan Daerah kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Barat Nomor 25);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrate Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah kabupaten Nias Barat Tahun
2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Nias Barat Nomor 33);

25. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 3 tahun 2017 tentang Hak
Keuagan dan Administrate Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita
Daerah Kabupaten Nias Barat tahun 2018 Nomor 1) ,
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor
1 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2017
tentang Hak Keuagan dan Administrate Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias
Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020
Nomor 3);
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26. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan , Susunan Organisasi dan Tata kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37), sebagaimana telah
diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias
Barat Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata keija Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2020 Nomor 5);

27. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Keija
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita
Daerah kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan BupatiNias barat Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nias Barat Nomor
38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Penjabaran Tata Keija Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2020 Nomor 6);

28. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Standar Satuan Harga Kabupaten Nias Barat Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NIAS BARAT NOMOR 58 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN
NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Barat
Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Satuan Harga
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 Nomor 58) diubah
sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(1) Standar Satuan Harga Kabupaten Nias Barat Tahun
Anggaran 2021 berfungsi sebagai pedoman bagi PD
untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan
dalam RKA-PD Tahun Anggaran 2021.

(2) Daftar Penambahan Standar Satuan Harga Kabupaten
Nias Barat Tahun Anggaran 2021, sebagaimana
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dimaksud pada ayat (1 ) tercantum dalam Lampiran
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini .

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2021 NOMOR 23.

ralinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ADIELI HULU. SH. , MM
PEMBINA

NIP. 19740808 201001 1 008
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